BAB I1

LANDASAN TEORI

A. Biaya Administrasi

Biaya dalam arti cost adalah suatu pengorbanan sumber daya guna
mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan biaya dalam arti expense yaitu
arus keluar barang atau jasa, yang dapat dibebankan pada atau ditandingkan
(matched) dengan pendapatan (revenue) untuk menentukan laba (income).
(Armanto Witjaksono,2013:12-13). Adapun pengertian biaya secara umum
adalah nilai moneter barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendapatkan
maanfaat sekarang atau masa depan. ( Anthony A. Atkinson dkk, 2009:33)
Sedangkan menurut Soemarsono,2000:126 biaya merupakan besarnya
laba/rugi suatu perusahaan pada saat periode tertentu.

Supriono, 2000:16 mendefinisikan biaya sebagai harga perolehan
yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan
yang akan dipakai sebagai pengurangan dari penghasilan. Menurut Mulyadi,
biaya adalah sebagai suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam
satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan terjadi
untuk tujuan tertentu.(Mulyadi,2001:8)

Administrasi menurut arti dibedakan dalam dua pengertian yaitu
administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data

dan informasi yang sistematis dan sebagainya yang Dbersifat teknis



ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas administrasi sebagai kegiatan dari
pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan
bersama.(Hendi Haryadi,2009:1) Administrasi juga dapat didefinisikan
sebagai kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data,
pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan proses
pembiayaan yang sehat. (Veithzal Rivai,2007:461-462) Adapun biaya-biaya
yang timbul dari akad Pembiayaan adalah biaya administrasi, biaya asuransi,
biaya notaris, biaya pengikatan agunan, biaya materai, biaya penilai
independen dan biaya pelunasan dipercepat.(Divisi Pengembangan Produk
dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan

(penyusun) : 2016)

B. Syarat-syarat Biaya Administrasi
Adapun ketentuan biaya administrasi pada akad pembiayaan yaitu:

1. Biaya administrasi disesuaikan menurut kebijakan Bank Umum Syariah
(BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS)/Bank Perkreditan Rakyat Syariah
(BPRS), terkait pengadaan berkas-berkas dan dokumen pembiayaan.

2. Biaya administrasi sepenuhnya merupakan beban nasabah.

3. Biaya administrasi dibayarkan di awal sebelum pendaftaran pencairan
fasilitas pembiayaan. (Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi,
Departemen Perbankan Syariah, dan Otoritas Jasa Keunagan (penyusun),
Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah

Mutanagisah ,2016)



C. Jenis Biaya Administrasi

Pada setiap produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan
syariah, biaya-biaya yang timbul merupakan tanggungan nasabah dan wajib
disetorkan diawal sebelum pencairan. Adapun biaya-biaya yang timbul dari
akad pembiayaan adalah biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris,
biaya pengikatan agunan, biaya materai, biaya penilai independen dan biaya
pelunasan dipercepat. (Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi,
Departemen Perbankan Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan (penyusun),
Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah
Mutanagisah , 2016)
1. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah
ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak di bidang sosial
(nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan
hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan
bank syariah dalam hal pengurusan, misalnya biaya materai, notaris, biaya
peninjau proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah nirlaba tersebut
dipungut biaya administrasi. (Ktut Silvanita Mangani, 2009:37)
2. Biaya Asuransi

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yang menyatakan bahwa
asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di

mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan



menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau
untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau
hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.(Muhammad Syakir Sula, 2004:
him. 26-27)
3. Biaya notaris dan pengikatan agunan

Pengikatan jaminan atas tanah adalah dengan Akta Pembebanan Hak
Tanggungan (APHT) yang meliputi pula seluruh bangunan dan tanaman yang
berada di atasnya dan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan.
Setelah pengikatan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris,
APHT tersebut didaftarkan oleh notaris ke Badan Pertanahan Negara (BPN)
setempat. Benda tidak tetap (benda bergerak) yaitu suatu benda yang karena
sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPdt) misalnya,
kendaraan bermotor, barang-barang inventaris kantor, mesin, hewan ternak,
dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut juga dapat dijadikan jaminan atas
pelunasan hutang debitur. Sedangkan pengikatan jaminan atas benda
bergerak tersebut adalah dengan gadai atau fidusia.(Abdulkadir Muhammad,
2010: 130)
4. Biaya Materai

Biaya materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang

bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan dipengadilan. Nilai materai



yang berlaku saat ini adalah Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,00 yang disesuaikan
dengan nilai dokumen dan pengunaan dokumen.(Undang-Undang No.13
Tahun 1985 Tentang Bea Materai)
5. Biaya jasa penilai independen/public

Penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri
Keuangan untuk memberikan jasa penilaian sebagaimana yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.125/PKM.01/2008 Tentang Jasa
Penilai Publik. Adapun bidang jasa penilaian meliputi bidang jasa peniaian
properti dan bidang jasa penilaian bisnis. Jasa penilai publik ini tidak selalu
diterapkan pada akad pembiayaan di Bank Syariah, jasa ini dikenaan hanya
jika  menurut bank perlu untuk dilakukan penilaian oleh pihak
independen/publik.(Peraturan Menteri Keuangan Nomor.125/PKM.01/2008

Tentang Jasa Penilai Publik)

Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan perbankan syariah yang telah mendapat
rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain
sebagai berikut :

a) Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul. Atau lebih
tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha.
Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antara pihak
dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.



b)

d)

f)

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah baik
kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif.
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli.
Musyarokah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu.

Wadiah juga diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain.
Dapat dikatakan bahwa sifat dari wadiah menjadi produk perbankan
syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (yad dhomanah).
ljarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
atas barang itu sendiri.

Qord Al-Hasan dalam operasional perbankan syariah merupakan salah
satu prodak yang ditawarkan dari segi pembiayaan. Qord al-hasan
adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial

semata-mata. (Zainuddin, 2007:40)

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang

prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip syariah Islami. Operasional

lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar dan maisir, Hal-

hal tersebut diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al- Quran dan Al- Hadist.

Lembaga Keuangan Syariah pertama dirintis dan dibentuk oleh umat

Islam dalam sebuah organisasi dengan nama OKI (Organisasi Konferensi



Islam) di Benghazi, Libya pada bulan Maret 1973. Organisasi tersebut
pertama kali mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama bank
pembangunan Islami atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal
awal 2 Milyar dinar Islam (Antonio, 2000: 20). Berdirinya IDB memberikan
dampak positif bagi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga
keuangan syariah dalam bentuk bank-bank Islam di beberapa negara, seperti
Saudi Arabia, Dubai, Mesir, dan masih banyak lagi. Indonesia pun mulai
mendirikan bank Islam pada tahun 1992, yang diberi nama Bank Muamalat
Indonesia (BMI). Setelah BMI, mulai bermunculan lembaga-lembaga
perbankan lain yang menggunakan prinsip Syariah.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) lembaga keuangan adalah
lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin
operasional sebagai sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,2003).
Ada unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai
institusi yang memiliki kewengaan mengeluarkan izin operasi. Beberapa
institusi tersebut adalah :

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan
mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

2. Departemen Keuangan yang berfungsi mengatur dan mengawasi
asuransi dan pasar modal

3. Kementerian koperasi yang berwenang mengatur dan mengawasi

koperasi.



Jenis Lembaga Keuangan Islam di Indonesia menurut ketentuan
perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan
lembaga keuangan non-bank (Hidayat, 2009: 17). Lembaga keuangan bank
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR). Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan non-bank,

antara lain, Koperasi, BMT , Asuransi, Pegadaian, dan Obligasi.

Lembaga Perbankan Syariah

Ada perbedaaan antara perbankan syariah dengan perbankan
konvensional dari sisi kelembagaanya. Dalam perbankan syariah, bank dibagi
menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat
syariah. Sedangkan di luar bank terdapat Dewan Syariah Nasional, Dewan

Pengawas Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah lembaga keuangan yang
melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. BUS adalah badan usaha yang setara dengan bank umum
konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan
Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS
juga bisa bertindak sebagai bank devisa atau bank non devisa. .

(Ascarya, Diana Yumanita, 2005: 68)



2.

3.

Unit Usaha Syariah (UUS)
Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja di kantor pusat
bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam struktur organisasi
bank, UUS berada pada level di bawah direksi bank umum yang
bersangkutan. UUS juga bisa bertindak sebagai bank devisa atau bank
non devisa. Beberapa tugas UUS yaitu meliputi
a. pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan kantor cabang
syariah,

b. melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan
penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah,

c. penyusunan laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor
cabang syariah, dan juga

d. melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang

syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga
keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-
prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran. BPRS adalah badan usaha yang setara dengan
bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan
Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. (Ascarya, Diana

Yumanita, 2005: 68-70)
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G. Legalitas Perbankan Syariah
1. UU No. 10 Tahun 1998

Pada tahun 1998, UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992)
diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU No.
7 Tahun 1992 yang ternyata tidak mengatur secara pasti tentang
perbankan syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah
dalam UU No. 10 Tahun 1998 ternyata lebih lengkap (exhaustive) dan
lebih membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU
No0.10 Tahun 1998 bahkan secara tegas menggunakan kata bank
syariah dan mengatur secara jelas bahwa semua bank, baik bank umum
dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan
pada prinsip syariah. (Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1
& 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37
ayat (1) huruf c).

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, berdasarkan
Pasal 1 butir 13, adalah aturan perjanjian menurut hukum Islam antara
bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiyaan
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
syariah, yaitu antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip pernyertaan modal
(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabah), atau pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa

pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan
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atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa
igtina). Ketentuan di atas menunjukkan perluasan eksistensi bank
syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU
sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas.

Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1998 ini memperbolehkan bank
konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip
syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.(Pasal
6 huruf m). Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan
kegiatan syariah diwajibkan mendirikan kantor cabang atau sub kantor
cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak diijinkan untuk menjalankan
aktifitasnya secara konvensional dan syariah secara bersamaan. Selain
itu, Bank Indonesia juga diberikan wewenang untuk mengawasi dan
mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah. Sebelumnya
kewenangan tersebut diberikan kepada kementrian keuangan. Sejarah
mencatat, bagaimana Bank Indonesia sangat berperan aktif dalam
pengembangan perbankan syariah. Sudah banyak Peraturan Bank
Indonesia yang telah dikeluarkan demi menunjang kelancaran
operasional bank syariah.

2. UU No. 21 Tahun 2008

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berbagai peraturan yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga dasar hukum perbankan

syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah menjadi
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banyak dan semakin meningkat secara signifikan. Akan tetapi, masih
ada beberapa praktisi dan pakar perbankan syariah berpendapat bahwa
peraturan yang ada masih tidak cukup untuk mendukung operasional
perbankan syariah di Indonesia saat ini. Sebagai contoh, bank syariah
hanya beroperasi berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang
kemudian diadopsi oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank
Indonesia. Peraturan Bank Indonesia yang tersebar dalam berbagai
macam bentuk kadangkala overlapping satu sama lainnya. Kemudian,
bank syariah mempunyai karakteristik yang beda dengan bank
konvensional, sehingga pengaturan untuk bank syariah dan bank
konvensional dalam satu Undang-Undang yang sama dipandang tidak
mencukupi. Oleh karena itu, adanya UU khusus yang mengatur bisnis
perbankan syariah secara konfrehensif merupakan suatu kebutuhan
yang begitu mendesak untuk diwujudkan.

Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan didukung
oleh pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal kemudian dibagi lagi
menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini
masih sama dengan Hukum Perbankan Nasional.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI
yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk

menerbitkan fatwa kesesuaian syariah atas suatu produk bank.



13

Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan lagi
bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan
kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa resmi dari DSN-MUI
dan memperoleh ijin dari OJK. Bahkan pada tataran operasional pada
setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan
kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada
pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sudah sesuai syariah
apa belum, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang
akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa.(ojk.go.id

diakses tanggal 31 Januari 2020).

H. Prinsip Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan aktivitas
operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi tentang
prinsip syariah inilah yang menjadikan pembeda utama antara bank syariah
dengan bank konvensional. Namun pada intinya syariah Islam yang
berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist adalah merupakan acuan
dari prinsip syariahyang ada. Ajaran agama Islam adalah sebuah konsep
yang mengatur tentang kehidupan manusia secara komprehensif dan
universal baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta (Hablumin
Allah) maupun  dalam  hubungannya dengan sesama  manusia

(Hablumminannas).
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Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu :

1. Aqgidah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas
keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan
seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi
semata-mata hanya untuk mendapatkan keridlaan dari Allah

2. Syariah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan
seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun
dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi
dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri
meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyagkut
ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah Maliyah.

3. Akhlag :landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan
dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan
agidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki
akhlaqul karimah sebagaimana disebut dalam hadis nabi yang
menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan
akhlaqul karimah™

Dalam operasionalnya, perbankan syariah tidak boleh keluar dari

koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut: Menurut Busono (2007)

paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda

dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah,

yang harus dijaga oleh para banker, yaitu:
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Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagihasil dan margin
keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan
nasabah;

Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan
bank memiliki hak, kewajiban, beban resiko dan keuntungan berimbang;
Prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan
kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).
(Buchari Alma dan Donni Juni Priansa,2009:7)

Prinsip-Prinsip syariah yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam

operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-

unsur sebagai berikut:

1.

Maisir: Menurut bahasa maisir berarti  gampang/mudah. Menurut
istilah maisir berarti mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja
keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik
perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara sangat
mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung ataupun
bisa rugi. Judi sangat dilarang dalam praktik keuangan Islam,
sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir,
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk
perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

mendapat keberuntungan”’(QS Al-Maaidah : 90)
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Pelarangan maisir olen Allan SWT dikarenakan efek negatif maisir.
Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan pada kondisi dapat
untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang
beruntung ia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang
usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang
dapat mengalami kerugian yang lebih besar. Perjudian sangat tidak
sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan
dalam sistem keuangan Islam.

Gharar:  Menurut bahasa gharar berarti  pertaruhan.  Menurut
istilah gharar adalah  sesuatu yang mengandung ketidakjelasan,
pertaruhan atau perjudian. Semua bentuk transaksi yang masih belum
jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan
termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung yang ada di udara
atau ikan dalam kolam atau membeli ternak yang masih dalam perut
induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar.
Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan
karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil.
Ayat dan hadits yang melarang gharar diantaranya "Dan janganlah
sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu
dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu

mengetahui” (Al-Bagarah : 188)
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Riba: Makna harfiyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan,
pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba
diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal
secara bathil. Para ulama telah sepakat bahwa hukumnya riba adalah
haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130
yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda.
Sangatlah penting bagi kita dari sejak awal pembahasan bahwa tidak
terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai
pengharaman riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat
keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa
besardan dilarang. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-
Quran dan Sunah yang benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada
perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan
riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian

dengan ajaran Syariah.

Organ Struktur Lembaga Perbankan Syariah Dan Kewenangan

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, menjelasan secara singkat mengenai tugas dan

wewenang setiap bagian pada Lembaga Keuangan Syariah, yaitu sebagai

berikut: (Company Profile PT. BPRS Saka Dada Mulia Kudus )

1.

Komisaris

a. Fungsi:
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Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan bank oleh
Dewan Dereksi dengan menggariskan kebijakan dan memberikan
pertimbangan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan bank
yang profitable dan sehat.

Tugas :

Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan
kepada Direksi dalam menjalankan operasional BPRS
Wewenang :

Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan BPRS
Tanggung jawab :

Bertanggung jawab atas pengendalian umum BPRS secara

keseluruhan

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

a.

Fungsi :

Dibawah sepervisi Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasam
terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS dan

menjalankan fungsinya bertindak secara independen.
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b. Tugas:
Memastikan dan  mengawasi  kesesuaian  kegiatan
operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
c. Wewenang :
Mengkaji produk dan jasa baru sesuai syariah yang belum
ada fatwanya untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI
d. Tanggung jawab :
Bertanggung jawab atas kesuaian kegiatan operasional

BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

(Wawancara penulis dengan Bapak Farif Nurharyanto( Dirut SDM)

pada tanggal 24 Januari 2020).

3. Direktur Utama
a. Fungsi:
Dibawah supervisi Dewan Komisaris dan diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyelenggarakan
operasionalisasi BPRS yang profitable dan sehat dengan
mengutamakan pemenuhan aspek prudential banking serta
bertanggung jawab penuh atas pengurusan kepentingan maupun
tujuan bank sesuai ketentuan di dalam Anggara Dasar
b. Tugas:
Mengelola BPRS dengan menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, dapat dipertanggung

jawabkan, independen, dan memenuhi kewajaran
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c. Wewenang :

Menemukan dan menyelesaikan setiap permasalahan
operasional BPRS secara efektif, transparan dan dapat
dipertanggung jawabkan

d. Tanggung jawab :

Bertanggung jawab atas kinerja BPRS secara keseluruhan

untuk menjadi bank yang sehat dengan menerapkan sistem

manajemen umum dan manajemen resiko

(Wawancara penulis dengan Bapak Farif Nurharyanto( Dirut SDM)

pada tanggal 24 Januari 2020)

4. Direktur Operasional
a. Fungsi:
Dibawah supervisi Dewan Komisaris dan diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyelenggarakan
operasionalisasi, BPRS vyang profitable dan sehat dengan
mengutamakan pemenuhan aspek prudential banking serta
bertanggung jawab penuh atas pengurusan kepentingan maupun
tujuan bank sesuai ketentuan di dalam Anggara Dasar.
b. Tugas:
Mengelola BPRS dengan menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, dapat dipertanggung

jawabkan, independen, dan memenuhi kewajaran



21

c. Wewenang :

Memutuskan atau mengabulkan, mengabulkan dengan
syarat, atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh
calon debitur melalui pejabat bank sesuai dengan kewenangannya

d. Tanggung jawab :

Bertanggung jawab atas laporan keuangan BPRS kepada

Bank Indonesia secara bulanan, semesteran dan tahunan maupun

pihak eksternal yang terkait.

(Wawancara penulis dengan Bapak Muklis Arifiyanto( Direktur

Operasional SDM ) pada tanggal 27 Januari 2020)

5. Kabag Operasional
a. Fungsi:

Dibawah supervisi Direktur mengkoordinir dan mengawasi
pencatatan setiap transaksi dan pelaporannya sedemikian rupa
sehingga dapat membantu dalam penyediaan informasi keuangan
yang dibutuhkan manajemen dan pihak eksternal sehingga
memudahkan pengelolaan bagi BPRS. Melakukan kegiatan
pengajian dan pengupahan serta kegiatan personalia sesuai
ketentuan manajemen BPRS.

b. Tugas:

Melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan operasional

BPRS secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan

yang memuaskan kepada para nasabah.
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c. Tanggung Jawab:
Bertanggung jawab atas kinerja semua bawahannya sesuai

peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan.

(Wawancara penulis dengan Bapak Muklis Arifiyanto( Direktur

Operasional SDM ) pada tanggal 27 Januari 2020)

6. Akutansi
a. Fungsi:

Dibawah  supervisi  Kepala Bagian  Operasional
menyediakan informasi keuangan BPRS yang akan dipergunakan
olen pihak-pihak berkepentingan dalam proses pengambilan
keputusan sesuai Pernyataan Standart Akutansi Syariah dan
Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia. Proses
pencatatan pembukuan - keuangan BPRS difokuskan pada
pengelompokan account, pembuatan kelas account, mendaftarkan
nomor dan kelas account, serta pembuatan laporan-laporan.

b. Tugas:

Mencatat transaksi overbooking atau pemindahbukuan
antar aplikasi yang tersedia dengan menginput nomor transaksi,
tanggal pencatatan, tipe pencatatan jurnal, nomor referensi atau
dokumen, uraian dari transaksi yang dicatat

c. Tanggung Jawab :
Bertanggung jawab atas kecocokan saldo Antar Bank

Aktiva dan Antar Bank Pasiva maupun rekening administratif
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7. Adm. Pembiayaan
a. Fungsi:

Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional menjamin
kelancaran penyetoran atau penarikan produk tabungan wadi’ah
atau deposito mudharabah maupun pencairan angsuran pembiayaan
murabahah atau musyarakah.

b. Tugas:

Melakukan pencatatan data nasabah pembiayaan atau

debitur, Penginputan informasi penjamin dari nasabah pembiayaan.
c. Tanggung Jawab :

Bertanggung jawab atas ketersediaan atau kelengkapan
agunan di khasanah wutama dan bertanggung jawab atas
kelengkapan atau ketersediaan berkas pembiayaan di tempat
penyimpanan berkas. (Wawancara penulis dengan Mbak bunga(
Kasubbag operasional ) pada tanggal 27 Januari 2020)

8. Customer Service (CS)
a. Fungsi:

Dibawaah supervisi Kepala Bagian Operasional melayani
nasabah dengan memberi informasi dengan mengurus administrasi
berkaitan pembukaan atau penutupan maupun permohonan serta
layanan informasi saldo rekening, produk tabungan seperti:
tabungan wadiah, deposito mudharabah atau pembiayaan

murabahah atau musyarakah.
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b. Kewajiban :
Bertanggung jawab atas penyimpanan specimen nasabah,
kartu angsuran, kartu tabungan dan rekapitulasi bilyet deposito

atau warkat-warkat lainnya

(Wawancara penulis dengan Mbak bunga( Kasubbag Operasional )

pada tanggal 27 Januari 2020)

9. Teller
a. Fungsi:

Dibawah supervisi kepala bagian operasional melayani
penyetoran atau penarikan produk tabungan wadi’ah atau deposito
mudharabah maupun pencairan atau penerimaan angsuran
pembiayaan murabahah masyarakat.

b. Tanggung Jawab:

Bertanggung jawab atas kecocokan saldo kas akhir hari
sesuai jumlah transaksi, bukti kas yang ada dan berita acara
penghitungan kas dan juga bertanggung jawab atas kelengkapan

bukti kas, otorisasi dan validasinya

(Wawancara penulis dengan Mbak bunga( kasubbag operasional )

pada tanggal 27 Januari 2020)
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10. Account Officer (AO)
a. Fungsi:

Dibawah supervisi Kepala Bagian Pemasaran melayani
calon debitur dengan memeriksa semua keterangan atas
permohonan pembiayaan, agar diperoleh Kkepastian tentang
kemauan dan kemampuan mambayar kembali sesuai perjanjian
serta mendapat keyakinan akan berkembangnya usaha debitur.

b. Tanggung jawab:

Bertanggung jawab atas kinerja pengembalian dan

monitoring pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berikut

bagi hasil atau margin yang bisa diterima BPRS .

(Wawancara penulis dengan Bapak Farif Nurharyanto( Dirut SDM

) pada tanggal 24 Januari 2020)

J. ~ Fatwa DSN-MUI tentang Ekonomi Islam
1. Pengertian Fatwa

Secara etimologi fatwa berasal dari bahasa arab yang merupakan
mufrod (tunggal) dan memiliki arti pendapat resmi.(Ahmad Warson
Munawwir,1997:1034) Menurut bahasa Indonesia fatwa berarti “jawaban”
atau keputusan yang diberikan oleh ahli Hukum Islam. Didalam Alquran
terdapat beberapa bentuk kata yang menggunakan aktivitas konsultasi
hukum, jadi kata fatwa disini bisa diartikan sebagai mengerjakan sesuatu
dengan mengajukan pertanyaan dan memberi jawaban atas pertanyaan .

Beberapa pendapat pengertian fatwa yang dikemukakan oleh :
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a.  Menurut M.Hasbi ash —Shidigie memberikan maksud bahwa fatwa
adalah “ sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak begitu jelas
hukumnya “(M.Hasbi Ash-Shidigie, 86)

b.  Menurut Yusuf Qhordowi mengartikan fatwa adalah “menerangkan
atau menjelaskan hukum syara dari suatu persoalan sebagai jawaban
atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa, baik
individu maupun kolektif atau lembaga” (Ma’ruf Amin,2008:20)

c. Dalam ilmu Ushul Figh fatwa berarti pendapat yang dikemukakan
oleh seorang mujahid atau Fagih sebagai jawaban atas pertanyaan
yang diminta atau diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus
yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut
bisa pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat.(Abdul Aziz
Dahlan,1996:32)

d. Menurut Zamakhsyari fatwa adalah “penjelasan hukum syara suatu
permasalaha atas pertanyaan seseorang atau kelompok” (Ma’ruf
Amin, 2008: 20)

Secara terminologis fatwa berasal dari kata al-fata yang artinya
pemuda, baru, penjelasan penerangan. Yeni salma Barlinti, 2010:65
mendifinisikan Fatwa adalah suatu pendapat Hukum secara syar’i atas
suatu permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok. Menurut
pendapat KH.Ma’ruf Amin yang dikutip oleh Yeni Salma Barlinti

mengemukakan pendapat bahwa fatwa merupakan jawaban hukum yang
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dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa yang

biasanya di keluarkan pada peristiwa nyata yang telah terjadi.

diambil

Berdasarkan atas definisi yang telah di kemukakan diatas, dapat

kesimpulan bahwa fatwa merupakan suatu pendapat atas

pertanyaan yang diberikan oleh seorang mutjahid, mufti atau ahli hukum

Islam atas suatu pertanyaan atau permasalahan penting menyangkut

Hukum Islam yang diminta oleh pihak pribadi, lembaga atau kelompok.

Produk-produk fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan

a.

Fatwa Dewan
Murabahah
Fatwa Dewan
Salam

Fatwa Dewan
Istisna’
Fatwa Dewan
Mudharabah
Fatwa Dewan
Musyarakah
Fatwa Dewan
Ijaroh

Fatwa Dewan

Al-Qordh

Syari’ah Nasional N0.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Syari’ah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Syari’ah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Syari’ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Syari’ah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Syari’ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Syari’ah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang
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h. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.22/DSN-MUI/I11/2002 tentang
Jual beli Istishna’ parallel

I. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.25/DSN-MUI/I11/2002 tentang
Rahn

J. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang
Rahn Emas

k. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional N0.28/DSN-MUI/I11/2002 tentang
Jual beli mata uang (Al-Sharf)

|. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.29/DSN-MUI/V1/2002 tentang
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

m. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.30/DSN-MUI/V1/2002 tentang
Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah

n. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.44/DSN-MUI/VI111/2004 tentang
Pembiayaan Multijasa

0. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.55/DSN-MUI/V/2007 tentang
Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah

p. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.73/DSN-MUI/X1/2008 tentang
Musyarakah Mutanagisah

g. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/ di akses tanggal 27 Desember

2019.

Adapun dari sekian banyak fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan,

hanya ada dua fatwa yang berisi tentang biaya administrasi, itupun tidak


https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/
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dijelaskan secara spesifik mengenai penentuan besarannya. Fatwa tersebut

adalah

1)  Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/1V/2001 tentang AL-

QARDH, menjelaskan sebagai berikut :

a.

Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang
memerlukan.

Nasabah Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima
pada waktu yang telah disepakati bersama.

Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/ di akses tanggal 27 Desember

2019.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 26/DSN-MUI/I11/2002 Tentang

RAHN EMAS, menjelaskan sebagai berikut :

a.

Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa
DSN nomor: 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn)

Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh
penggadai (rahin).

Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada
pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad

ljarah.


https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/
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Kedua Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya

Kelembagaan OJK Dan Kewenangannya

Untuk memahami definisi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini
dapat kita lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Bab | Pasal 1 berbunyi Otoritas Jasa
Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen
dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh
jasa keuangan yang berada di Negara Indonesia baik perbankan maupun
lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa
keuangan lainnya, termasuk pasar modal.

Independensi OJK ini sangat dijaga dan ini terlihat penegasannya
pada UU RI No. 21 Tahun 2011 Bab Il Pasal 2 Ayat 2 berbunyi OJK adalah
lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas
diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan independensi OJK ini diperlukan agar kemampuan dalam

mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat
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dilakukan dengan baik dan tegas. Karena kita bisa mencatat bagaimana
banyak bank yang mengalami masalah karena disebabkan oleh lemahnya
control dari lembaga terkait. Kasus bank Century yang menyeret berbagai
pihak, kasus bangkrutnya Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan juga
apa yang dialami oleh Bank Bali membuktikan bahwa pengaturan
pengawasan yang professional menjadi sangat diperlukan. (Irham Fahmi,
2015: 20-21).

Adapun fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan
agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil, dan

3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Adapun fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menyelenggarakan
sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

(https://www.ojk.qgo.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi Diakses

tanggal 4 Februari 2020)
Mengenai pemahaman biaya administrasi berdasarkan konstruksi
hukum perbankan syariah Indonesia didalam ketentuan-ketentuan Buku

Standar Produk Murabahah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan


https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi
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pada Bab 10 Standar Kontrak Perjanjian Murabahah Sub Bab 10.10. Klausul

Biaya biaya, dapat dibagi kedalam 3 (tiga) unsur antara lain sebagai berikut :

1. Biaya administrasi ditetapkan oleh bank; Artinya Bank Syariah
diberikan hak untuk membuat peraturan sendiri untuk internal Bank
Syariah, yang mengakibatkan adanya kemungkinan setiap Bank Syariah
memiliki ketentuan biaya administrasi yang berbeda-beda.

2. Biaya administrasi besarnya diluar jumlah pembiayaan; Artinya,
besaran biaya administrasi merupakan variabel yang berbeda dalam
sistem pembukuan keuangan dengan jumlah pembiayaan, yang
mengakibatkan besaran jumlah biaya administrasi tidak tergantung dan
tidak saling mempengaruhi dengan besaran jumlah pembiayaan.

3. Biaya administrasi dibayarkan pada saat akad ditandatangani. Artinya,
biaya administrasi dibayar dan dilaksanakan pada saat awal kontrak,
sehingga dalam proses kegiatan transaksi pembiayaan sudah bisa di
biayai oleh biaya administrasi tersebut. Kemudian penafsiran hukum
tersebut di fusi dengan teori biaya yang menyatakan bahwa biaya
adalah ongkos yang timbul dikarenakan suatu peristiwa transaksi
tertentu maka sudah barang tentu biaya administrasi harusnya berupa

real cost / biaya yang riil timbul karena transaksi tersebut.



